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ABSTRAK 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum dalam pemalsuan 

data atlet dalam pertandingan olahraga menurut peraturan perundang-undangan, untuk 

mengetahui dan menganalisis daftar pemalsuan data atlet dalam pertandingan cabang olah 

raga bulu tangkis di PBSI Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk menganalisis kesesuaian 

implementasi sanksi terhadap pemalsuan data atlet dalam pertandingan cabang olah raga bulu 

tangkis di PBSI Provinsi Kalimantan Tengah menurut peraturan perundang-undangan yang 

telah ada.  

Metode Penelitian yaitu Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris 

dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan 

penelitian yang digunaka dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. 

Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data yaitu menggunakan teknik wawancara dan 

dokumentasi.  

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan yaitu Aturan Hukum Pelaku Pemalsuan Identitas 

Umur diatur dalam hukum secara pidana, yaitu Pasal 263 dan Pasal 264 dan Implementasi 

Penegakan Hukum Pelaku Pemalsuan Identitas Umur merupakan tindak pidana yang 

memenuhi formulasi ketentuan pasal 263 KUHP dan pasal 264 KUHP, bahwa pengurus PBSI 

Provinsi Kalimantan Tengah hanya memberikan tindakan yang dilakukan kepada atlit 

bulutangkis yang melakukan pemalsuan identitas umur, berupa sanksi organisasi seperti 

hukum dilarang bermain pada turnamen resmi yang diadakan PBSI, dari satu tahun sampai 

empat tahun, dan belum ada satupun atlit diberlakukannya sanksi pidana terhadap pelakunya.  

Kata Kunci:  Implementasi, Atlet, Olahraga Bulu Tangkis  
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ABSTRACT 

 

The purpose of the research is to find out and analyze the legal rules in falsifying athlete data 

in sports matches according to statutory regulations, to find out and analyze the list of 

falsification of athlete data in badminton sports competitions at PBSI Central Kalimantan 

Province and to analyze the suitability of implementing sanctions against falsification athlete 

data in badminton sports competitions at PBSI Central Kalimantan Province according to 

existing laws and regulations.  

The research method, namely this research, is a type of empirical juridical research with 

field research, namely studying applicable legal provisions. The research approach used in 

this study is the statutory approach. Data Collection and Data Processing Techniques, 

namely using interview and documentation techniques.  

The results of the study can be concluded that the legal rules for perpetrators of age identity 

fraud are regulated in criminal law, namely Article 263 and article 264 and the 

implementation of law enforcement for perpetrators of age identity fraud. Central 

Kalimantan Province only provides actions taken to badminton athletes who falsify age 

identities, in the form of organizational sanctions such as the law being prohibited from 

playing in official tournaments held by PBSI, from one year to four years, and no athlete has 

yet imposed criminal sanctions on the perpetrators. 

Keywords:  Implementation, Athlete, Badminton Sport 
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